LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2011 NOMOR 09

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK RESTORAN

IAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDAN GAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2011




BUPATI GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
: NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG
" PAJAK RESTORAN
' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b
Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka Pajak Restoran merupakan jenis Pajak
Daerah;

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

» Mengingat ' : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
- - © tentang - Pembentukan  Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
: tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Menimbang

®
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389); |

. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

10.

Il.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara - Republik  Indonesia
Nomor 5049);

.. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
“Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomr 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indopesia Tahun 2010
Nomeor 119); o

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut

. Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau

Dibayar: Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara - Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153); '



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3
Tahun .2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Gowa . (Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan‘ Bersama

DEWAN PERWAKEAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan ’
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN:

netapkan : * PERATURAN ~ DAERAH KABUPATEN
| GOWA TENTANG PAJAK RESTORAN

. "BABF
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
lam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Gowa.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat
Daerah sébagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Gowa. -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Gowa.

10.
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Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah adalah peraturan penmdang—undangan yang
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gowa dengan persetujuan
bersama Bupati Gowa.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa.

Dinas Kebudayaan dan Patiwisata adatah Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Gowa.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatken imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagl sebesar- besamya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

‘negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atan
minuman dengan dipungut bayaran,- yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin; warung, bar dan sejenisnya
termasuk jasa boga/katering,

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi
pembayar pa]ak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang



mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

|5. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung/menyetor dan melaporkan pajak
yang terutang. -

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama déngan tahun kalender.

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
Bagian - Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

19. Insentif . adalah adalah sistem kompensasi yang diberikan
kepada, SKPD pengelola pajak yang menghasilkan pendapatan
dan penerimaan daerah, dimana jumlah yang diberikan
tergantung dari hasil yang dicapai.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek
pajak dan/atau. bukan objek pajak dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. ‘

21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

. dengan SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain Ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati _

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat dengan SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
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pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumish pajak yang masih harus
dibayar, N '

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan. - o :

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjuinya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak. :

. 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKPDLB, ' adalah surat ketetapan pajak *yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang. - :

26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

" STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau
sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. -

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan  tulis,” kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan - dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan  perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak -Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan: Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan
Keberatan. :

28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas
keberatan atas surat keberatan terhadap surat pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
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Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebth Bayar, atau
pemungutan oleh. pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

). Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap surat Keéputusan Keberatan yang diajukan

~ oleh Wajib Pajak. .+ _

). Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

. Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan

yang dapat diajukan - banding, berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Pembukuan ‘adalah suafu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
‘barang atay jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
. keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut. R B

2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegjatan: menghimpun dan

. mengplah data, keterangan, dan/atan bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

_ perpajakan daerah dan/atay untuk-tujuan lain dalam rangka
melaksanakan . . ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah. - . -

3. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
'membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah

_yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

. BABE
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
- - Pasal 2
Dengan Nama Pajak Restoran, dikenakan pajak atas pelayanan
yang disediakan oleh Restoran. .

Pasal 3

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran. -

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di
tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).adalah pelayanan yang disediakan
oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi
Rp 1.000.000,- /bulan (satu juta rupiah perbulan). '

Pasal 4
(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang
- membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan Restoran. - g

BAB OI -
DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal §
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang
diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

_Passil 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar IO‘_% (sepuiﬁh persen)

Pasal 7
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.




S BABIV
© WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8
?Viluyah Pcmungutan Pajak adalah di Kabupaten Gowa.

. BABYV
MASA PAJAK
. “Pasal9 .
Aasa Pajak adalah jangka’ waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
alender.

Pasal 10

1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD,

2) SPTPD sebagaimana -dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta dltandatangam oleh
Wajib Pajak atau kuasanya. - :

3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayai (1), “harus
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah tanggal diterimanya SPTPD oleh Subjek
Pajak.

4) Bentuk, isi dan ta,ta cara penglsmn SPTPD dltetapkan dengan
Peraturan Bupatl

| ‘BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

2) ‘Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dibayar
sendiri oleh Wajib Pa;ak berdasarkan peraturan perundang-
‘undangan parpajakan o

3 Pajs

‘Pasal 12
Dalam }angka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Bupati dapat menerbitkan :
(1) SKPDKB dalam hal : ‘

a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
- dalam surat teguran;

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan. |

(2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang,

(3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

g - Pasal13

(1) Tata cara penerbltan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dengan
Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
penyampaian - SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11 ayat (3) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14 :
{i). Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinetja.
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2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan. melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

3) Penerima pembayaran Insentif dan besamya pembayaran
Insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan
peraturan perﬂndang-undangan.

‘ BAB VIII : .
- SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 15

3upati dapat meneibitkan STPD jika :

1. pajak dalam tahun besjalan tidak atau kurang dibayar;

». dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
;. 'Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
- dap/atau denda. : _

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
: Pasal 16

1) Bupati’ menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh)

" hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Suiat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

'3) Bupati atas permchonan Wajib Pajak ‘'setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan

" ‘kepada Wajib'‘Pajak untuk mengangsur atau ménunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan,
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(4) Persyaratan untuk dapat engangsur dan menunda
pembayaran ‘serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB,; SKPDKBT,

STPD, Sufat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang
bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
Surat Paksa; . - -

(3) .Penagihan . pajak dengan Surat “Paksa. 'dﬁaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

{1y Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan
dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang

*ditunjuk, hasil penerimaan pa_]ak harus disetor ke Kas daerah

~ selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang
ditentukan oleh Bupati;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

| Pasal 19
(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku penenmaau,
(2) Bentuk jenis, isi vkuran tanda bukn pembayaxan dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Bupat:l :
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_ Pasal 20 . .

1) Surat Teguran, atau Surat Peringatan -atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. |

3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

o Pasal 21
1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi-dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
. atan Surat Peringatan atau surat lain' yang sejenis, jumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh
, satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan

-, dtau surat Jain yahg sejenis.

. © Pasal22
\pabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
vakfu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa,
sejabat  segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Yenyitaan. ;

‘Pasal 23
Jetelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga
nelunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak
anggal 'pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
sejabat mengajukan permintaan penectapan tanggal pelelangan
cepada Kantor Lelang Negara. C e

A . 7t Pasal 24 - .

‘1) Setelah Kantor Lelang Negara menefapkan hari tanggal, jam
dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
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(2) Setelah jadwal ‘pelelang'an sebagaimana ayat (1) ditetapkan,
maka pejabat menetapkan Jelang. _
(3) Tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang berlaku.

. ‘ Pasal 25 .
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan

+Bupati.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN
: . " Pasal 26 S

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui jangka waktu 5 (_lima) 'tahun _t.erhltu.ng
‘sejak saat terutangnya pajak, kecuali'apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerzh.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada

* . ayat (1) tertangguh apabila: B
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau .
b. ada pengakuan utang' pajak dari Wajib Pajak, baik

langsung maupun tidak langsung,

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf.a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa

- tersebut. , . '

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung se.bagzumana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahut Jari pengajuan
permohonan _angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
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R ‘ . Pasal 27

1) Puzutzi?g Pailak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
un melakukan penagihan sudah kedal

| ihapusicon, uwarsa dapat

2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Pajak

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada

~ ayat (1).
3y Tath cara penghapusan piutang paj ‘
[ g pajak yan dah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. e

- -, BABXI :
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

o PAJAK

- . Pasal 28
) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak  dapat
Il::;;li{.benkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan
)) Tata cara pemberian pengutangan, keringanan, dan
pfambe_basan pajak. sebagaimana dimaksud pada ay,at ¢}
- diatur dengan Peraturan Bupati. : ,

BAB XU,
'EMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAP
] | USAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
5 Atas o ~ Pasal 29
permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati
~ dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atafla’ S"I‘gaD,
.SKPDN, atau SKPD_LB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tu}ils dan/atau ~esziahan hitung dan/atau kekeliruan
penérapan ketentuan tértentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. perincane
'} Bupati dapat :
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a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikar pajak-yang-terutang
menurut  peraturan, ~perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena

~ kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan. atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT,
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak bepar;

¢. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
' Jilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan _

e. mengurangkan ketetapan pajak - terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak. :

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan

dan penghapusan sanksi administratif atas , SKPDKB,
 SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
... -harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada

Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga pulub) hari

sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT atau. STPD

dengan memberikan alasan yang jelas.

'(4)‘ Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima,
sudah harus memberikan keputusan.

(5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Bupati atau pejabat  tidak memberikan
keputusan,  permohonan pembetulan, pembatalan,

~ pengurangan ketetapan. dan penghapusan atau pengurangan
 sanksi administratif dianggap dikabulkan. .

(6) Ketentuan. lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.
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: BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
L Pagil 30

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak kepdda Bupati atau pejabat
‘secara tertulis dengan fenyebutkan sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat pajak; -
b. masa Pajak; o

~ ¢. besarnya kelebihan pembayaran pajak;- - -
.d. ‘alasan yang jelas. - -

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan; - '

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

. dilampaui, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan - pengembalian kelebihan pembayaran  pajak

- ;dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam

" wakti paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib' Pajak mempunyai utang- pajak lainnya,

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat -

pajak dimaksud; _ 4

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
waktu paling -lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB dengan menetbitkan Surat Perintah Membayar

. Kelebihan Pajak (SPMKP);

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB,
Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran
kelébihan pajak.- - A o -

- (3) langsung dihitung unituk melunasi terlebih dahulu utang
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~Pasal 31 o
Apabila kelebihan pembayaran pgjak (.ilpe:rhltun%lr(a;1 ;ioengar:
utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam . ?is;.h A Ukjg;
(4), pembayarannya dilakukan d_engan cara memindaht okan
dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai i
pembayaran. P

. BAB XIV
.. KEBERATAN DAN BANDING
o Pasal 32 .

’ .(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suati:

a. SKPDKB; : -

b. SKPDKBT; :

c. SKPDLB

d. SKPDN; dan Co et ) .
e, Pemotongan = atau pemungutan .. oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat Q)
harus disampaikan secara tertulis. dalam bahasa Indonesia

" dengan disertai alasan-alasan yang jelas. - .

(3) Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan ataul
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat M, kecu?h
jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib ‘ Pajz}k. tel_a.Lh
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib
Pajak. o
' a i mhi tan sebagaimana

5) Keberatan yang tidak memen hi nersyard _
©) dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat @) udak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga  tidak

dipertimbangkan.
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6} Tanda p?nerimaan surat:keberatan yang diberikan oleh Bupati
atau pejabat yang difunjuk atau tanda. pengiriman surat
keber?tan melalui- surat pos tercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan. ‘

Pasal 33

1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan |

sejak tanggal surat keberatan diterima, h i
. kigputusan atas keberatan yang diajukan, > s member
. Keputusan Bupati- atas: keberatan ddpat beru i
Sel‘uruhnya atau sebagian, menolak, ataﬁ menamlijihmbee?a?;na
pajak yang terutang. - - 7
3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud-pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. ’

bW Pasal 34
ajib Pajak dapat' mengajukan permohonan banding h
- . " Pyt . ) prg] : . . an,
kepada ‘Pengadilan Pajak terthadap keputusan mgcngen}i;ai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

2) Permohonan baiiding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘diajukari - secara tertilis’ daldm bahasa Indonesia, ¢
ara’ 1 A asa Indonesia, dengan
| la:leasan yan%j jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan seﬁak
putusan diterima, ‘dilampiri ‘salinan dari surat keputusan
'kgibe‘rat‘an tersebut. ' P
3) Pengajuan -petmohonan banding menangguhkan kewajiban
Fneg!ba!yar pajak sal_npai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
- penerbitan Putusan Banding. S

) T Pasal3s
ik pengajuan kebe;atan atau permohonan bandin
dikabulkan sebzian atau selurubnya, kelebihan pembayéraﬁ
goa/_]'ak (zilkembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
6 (dua persen) setiap bulan untuk paling lam:
puluh empat) bulan. g fama 24 (dua
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(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbjtkannya
-SKPDLB. :

BABXV
SANKSI ADMINISTRATIF
" "Pasal 36

(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
" sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b

ikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka wakfu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak. yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada - Pasal i12 ayat (2) dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus

 persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. . .. :

(3) Jumlah - pajak yang terutang dalam SKPDKB. sebagaimana
‘dimaksud . pada Pasal-12 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihifung sejak saat

~ terutangnya pajak. ;

(4) Jumlah . kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dan huruf b
ditambah -dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan untuk. paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(5) Dalam hal keberatan Wajib -Pajak ditolak atan dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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(6) Dalam hal Wajib Pajak mengaj
0 hal Wajib. gajukan permohonan banding,
;z;nrsk:;)adngms@auf berupa de.nda sebesar 50% (lima puhﬁl
per se-a agaimana yang dimaksud pada ayat (6) tidak
(7) Dalam hal permohonan handing di i
: e .banding ditolak atau dikabulk
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 100?’;:

(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan”

Banding dikurangi derigan pe .
H it ; Pembaya_ran a ak
dibayar sebelum miengajukan keberatan, pajak yang telah
(3),..§ienakan scbagaimana . dimaksud pada ayat (2) tidak
-~ dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan. )

_ BAB XVI
.. KETENTUAN PIDANA
y ‘ " Pasal 37
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidek menyampaikan
SP-’IPD‘ atau mengisi dengan *tidak benar atau tidak lengka
- atau melampirkan ketéfaﬁgan -yang - fidak ‘benar- s'ehinggg

* mefugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidan

: giKa ¢ : “apal éngan pi a

lg.unmgan palzg'g lam.agl (satu) tahun atau pidana dendali)aling B
anyak 2 (dua) kali jumlah paj‘gk " terutang yang tidak atau R

: kura'm'gdift:)ayar.i S
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak -menyampaikan
SPTPD atau .mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau rfl‘elamplrkan keterangan  yang tidak benar schingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
gzg;e:ﬁ ga(hng I?)mlia} 2 (;I;Ia) tahun atau pidana’dénda paling

empat) kali jumlah pajak terutan i

kmg g ) rutang yang tidak atau
(3) Denda ‘pidana sebagaiman- dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) 'mg;upakan penerimaan negara.
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Pasal 38 s
Tindak pidana di bidang perpajakan dacrah tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya
pajak atau. berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian
Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan .

BAB XVIT
~ PENYIDIKAN
Pasal 39

(1) Pejabat” . Pegawai Negeri Sipil tertentu - di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk  melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. _ :

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah : _.

a. wenerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas; _

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan schubungan tindak pidana
perpajakan daerah; ' :

c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

_e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta
. melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
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g- menyurch berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
- berlangsung dan memeriksa identitas. orang dan atau
dokumen yang dibawa ‘sebagaimana dimaksud pada huruf
€

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

. di bidang perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk ‘didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai térsangka atau saksi;

‘menghentikan penyidikan; dan/atau

- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mel_nberit_ahuka_n; dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya - kepada Penuntut Umum melalui
EenyidikkPejabzftt‘ Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
-dengan ketentuan . - yang diatur -

- Hukum Acata Pidana, ’ ‘.g S dalam Undéng vndane

‘Pﬁ“-":"

o o : Pasal 40 .

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

S ‘ Pasal 41
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku; -

(1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1961 tentang Pemungutan .

* Pajak Petnbangunan I; ..
(2) Peraturan vaerah Nomor 6 Tahun 1961 tentan
) Te . Nomg ntang Pemungutan
dan Penagihan Pajak izin Rumah Kopi; =~ = . =

(3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pajak
Pembangunan I dalam wilayah Kabupaten Dati II Gowa;
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(4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel

dan Restoran;
(5) Peraturzn Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan

Pertama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Pajak Hotel dan Restoran;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan

. dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Gowa.

Sungguminasa
9 Mei 2811

Diundangkan di Sung‘%nm‘nasa
pada tanggal 9 Mei 2011
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